BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR (4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana
Desa Setiap Desa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia 4578);
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 [ahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 78);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

S. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DDA,
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan
diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya
dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran
Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional,;
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status desa tertinggal dan desa yang sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan
desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa
setiap kabupaten/kota;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:
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a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa;

b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa; dan

¢. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Daerah mengalokasikan ADD untuk Desa.

Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan
adil atau proporsional;

Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah
pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dompu tahun 2020 yang dipisahkan
dahulu untuk kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa,
aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa,
Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Besarnya ADD minimal adalah 90% (sembilan puluh persen)
dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap
kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan
sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Besarnya ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari
jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap
kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan
sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Pasal 4

Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-
masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
dihitung berdasarkan alokasi afirmasi desa tertinggal, alokasi
kinerja, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka
kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Alokasi afirmasi desa tertinggal, alokasi kinerja, jumlah
penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot:

a. alokasi afirmasi desa tertinggal terdapat 1 desa;

. alokasi kinerja terdapat 8 Desa pada tahun 2020;

. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
.50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa.

. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
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25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan
geografis.
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(3) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
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termasuk wilayah hutan tutupan negara.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:

a. ketersediaan pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur;

c. transportasi; dan

d. komunikasi Desa ke Kabupaten.

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka
kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitas geografis sebagaimana
dimaksud ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:

a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala
Desa, Aparat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan
Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh
persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus)
untuk alokasi berdasarkan formula.

c. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau
merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi
dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah
Desa di Kabupaten Dompu.

d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD
Proporsional x [(10% jumlah penduduk desa terhadap total
penduduk desa Kabupaten Dompu, 50% untuk angka
kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk
miskin desa kabupaten Dompu, 15% untuk luas wilayah
desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten Dompu,
25% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap
nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompu)|, Alokasi
afirmasi desa tertinggal dan alokasi kinerja.

Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal {3 Januari 2020

BUPATI DOMPU,

g /'
H. BAMBANG M. YASIN
Diundangkan di Dompu

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 228



